
 

 

 
 

 
 
 

 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
PROVINSI JAMBI 

 
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  

NOMOR: 271/Kep.Bup/PMD/2023 

 
TENTANG 

 
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT 

 KEPALA DESA PEMATANG BALAM KECAMATAN MUARA PAPALIK 
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

PERIODE 2019-2025 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
Menimbang :     a.  bahwa Saudara Sagilan Kepala Desa Pematang 

Balam Kecamatan Muara Papalik telah mengajukan 
pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa Pematang 
Balam atas permintaan sendiri; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat 
(1) huruf b dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Kepala Desa diberhentikan karena permintaan 
sendiri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

       c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala 

Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa 
Pematang Balam Kecamatan Muara Papalik 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2019-
2025; 

Mengingat      :      1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 

Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2755); 
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2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaiman telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan kedua Atas Undang–Undang  

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 

41); 

 



 

 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1221); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 
2015 tentang  Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 82) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang  

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1222); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2022 Nomor 3); 

11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat 
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2018 Nomor 17); 

 



 

 

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 27 
Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 
Nomor 27); 

 
Memperhatikan  :   Surat Camat Muara Papalik Nomor: 

140/126/PemTibum/2023 tanggal 18 April 2023 perihal 
Usulan Penjabat Kepala Desa. 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :   

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara SAGILAN dari 

jabatan Kepala Desa Pematang Balam Kecamatan Muara 
Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2019-

2025.  

KEDUA : Mengangkat Saudara:  
Nama  : SOLI RAHMAN 

Nip  : 19680201 200701 1 060 
Pangkat/Golongan  : Pengatur Tk. I / II.d 

Jabatan : Pengadministrasi Umum 
Unit Kerja  : Kantor Kecamatan Muara Papalik 

Pada Jabatan Penjabat Kepala Desa Pematang Balam 
Kecamatan Muara Papalik. 

KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana 

dimaksud dalam diktum KEDUA sampai terpilihnya 
Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa. 

KEEMPAT : Kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat 
Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa Defenitif. 

KELIMA : Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah 
mempersiapkan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. 

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 
pelantikan. 

 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 
pada tanggal  12 Juni 2023 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

          ttd 
  

              ANWAR SADAT 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


